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ABSTRAK 

PELA YANAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN 
DAN PELAYANAN AKOMODASI DALAM PENYELENGGARAAN 

IBADAH HAJI DI PROVINS! SUMATERA UTARA 

Erinofa 
Dr. Warjio, MA 1 

Ors. Miftahuddin, MBA2 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui 
penerapan dan pelayanan administrasi pendaftaran haji di Provinsi Sumatera 
Utara, untuk mengetahui pelayanan akomodasi dalam Penyelenggaraan 
lbadah Haji di Provinsi Sumatera Utara. Diharapkan penelitian ini dapat 
menjelaskan tentang faktor yang dapat meningkatkan pelayanan administrasi 
pendaftaran dan pelayanan akomodasi dalam penyelenggaraan ibadah haji di 
Provinsi Sumatera Utara. 

Dalam penulisan tesis ini untuk mengumpulkan data dan informasi, 
penulis mempergunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 
ini dimaksudkan berupaya memahami, menggambarkan tentang bagaimana 
Pelayanan Administrasi Pendaftaran dan Pelayanan Akomodasi Dalam 
Penyelenggaraan lbadah Haji di Provinsi Sumatera Utara. Teknik 
pengumpulan data yang dipergunakan guna memperoleh informasi dalam 
penelitian ini diantaranya meliputi : Dokumentasi, Wawancara, dan 
Observasi. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa, hasil evaluasi 
pelaksanaan tugas serta hasil pemantauan pelaksanaan di lapangan dapat 
dikatakan bahwa operasional pemberangkafan Caton Jamaah Haji tahun 
1433 H I 2012 M berjalan dengan baik, tertib, dan lancar berkat kerjasama 
yang baik dari semua pihak yang terkait. Sarana atau fasilitas pelayanan 
yang ada sudah dipergunakan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh 
panitia dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada para 
jamaah haji, keluarga dan masyarakat luas. Seluruh pelayanan yang 
diberikan oleh panitia sudah berjalan dengan baik, lancar, tertib dan tidak 
ditemukan adanya pengaduan baik dari jamaah haji maupun masyarakat. 

Kata Kunci: haji, pelayanan, administrasi pendaftaran, akomodasi. 
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1.1. Latar Belakang Masalah 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan lbadah Haji pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa 

penyelenggaraan lbadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 

pembinaan pelayanan dan perlindungan pelaksanaan lbadah Haji. Tujuannya 

adalah unuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sebaik

baiknya mulai dari sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar 

pelaksanaan lbadah Haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan 

nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jemaah dapat melaksanakan 

ibadah secara mandiri sehingga memperoleh Haji yang mabrur. 

Dalam pelaksanaan lbadah Haji faktor kenyamanan, keselamatan dan 

kelancaran haruslah menjadi perhatian utama, sebab lbadah Haji merupakan 

aspek relijius yang sangat fundamental yang melekat dalam setiap hati umat 

Islam. 

. Bila ditelusuri sejarah panjang penyelenggaraan lbadah Haji di tanah 

air kita sejak masa penjajahan, masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, 

masa orde baru hingga era reformasi ampai ditetapkannya Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2008, akan nampak dengan jelas upaya-upaya yang telah 
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Penyelenggaraan lbadah Haji pasal 1 ayat 4 menyebutkan 

penyelenggaraan lbadah Haji adalah rangkaian kegiatan 

pelayanan dan perlindungan pelaksanaan lbadah 

memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan 

mulai dari sistem dan manajemen penyelenggaraan 

lbadah Haji dapat berjalan dengan aman, tertib, 

sesuai dengan tuntunan agama serta jemaah dapat 

secara mandiri sehingga memperoleh Haji yang mabrur. 

pelaksanaan lbadah Haji faktor kenyamanan, keselamatan 

haruslah menjadi perhatian utama, sebab lbadah 



dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan terhadap calon jemaah 

haji Indonesia dari masa ke masa. 

Di masa penjajahan, faktor dominan dalam penyelenggaraan lbadah 

Haji adalah keamanan dalam perjalanan dan fasilitas angkutan jemaah haji 

yang sangat minim. Umat Islam pada zaman dahulu menunaikan lbadah Haji 

menggunakan kapal layar berbulan-bulan bahkan sampai dua tahun secara 

sendiri-sendiri, kemudian penjajah Hindia Belanda mengeluarkan berbagai 

peraturan haji, yaitu ordonansi tahun 1825. Tahun 1922 Volksraad 

mengadakan perubahan dalam ordonansi haji yang terkenal dengan Pelgrim 

Ordonansi 1922 yang menyebutkan bahwa pribumi dapat melaksanakan 

pemberangkatan yang mengatur sistem angkutan haji dari Indonesia ke 

Jeddah dan sebaliknya dari Jeddah ke Indonesia. 

Masa kemerdekaan kebijakan penyelenggaraan lbadah Haji 

dikendalikan oleh pemerintah dengan membentuk Kementerian Agama. Pada 

masa itu tidak dapat dipungkiri bahwa pasca kemerdekaan sempat terjadi 

kekosongan jemaah haji Indonesia dari tahun 1945 hingga tahun 1949 dan ini 

disebabkan kondisi ekonomi bangsa yang sangat prihatin akibat dari 

peperangan yang membuat rakyat mengalami penderitaan yang panjang, 

kemudian terjadinya agresi Belanda pada tahun 1949 dan perang 

kemerdekaan yang mau tidak mau melibatkan pengorbanan seluruh rakyat 

Indonesia untuk mempertahankannya. Dan pada masa itulah dikeluarkan 

fatwa Masyumi oleh KH. Hasyim Asy'ari yang menjelaskan bahwa tidak wajib 
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menggunakan kapal layar berbulan-bulan bahkan sampai dua 

sendiri-sendiri, kemudian penjajah Hindia Belanda mengeluarkan 

haji, yaitu ordonansi tahun 1825. Tahun 1922 

perubahan dalam ordonansi haji yang terkenal 

1922 yang menyebutkan bahwa pribumi dapat 

pemberangkatan yang mengatur sistem angkutan haji dari 

sebaliknya dari Jeddah ke Indonesia. 

kemerdekaan kebijakan penyelenggaraan 

dikendalikan oleh pemerintah dengan membentuk Kementerian 

itu tidak dapat dipungkiri bahwa pasca kemerdekaan 
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Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian 

Negara; 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Biaya 

Penyelenggaraan lbadah Haji Tahun 1433 H / 2012 M; 

Peraturan Menteri Agama N omor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Agama(Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 592); 

Keputusan Menteri Agama N omor 371 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan 

lbadah Haji dan Umrah, sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Menteri Agama nomor 396 tahun 2003; 

Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor 

Departemen Agama Kabupaten I Kota; 
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Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 
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Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 

Penyelenggaraan lbadah Haji Tahun 1433 H / 2012 M; 

Peraturan Menteri Agama N omor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi 

Kerja Kementerian Agama(Berita Negara Republik 



Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Penyelenggaraan Haji Nomor : D/377 Tahun 2002 tentang Petunjuk 

eelaksanaan eenyelenggaraan lbadah Haji sebagaimana telah 

diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam dan E>enyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : D/348 Tahun 

2003; 

Keputusan Direktur Jenderal E?enyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/283 

Tahun 2008 tentang Pedoman Kerja PPIH Pusat dan Embarkasi; 

Keputusan Direktur Jenderal E?enyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/657 

Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara lbadah 

Haji (eelH) Embarkasi di seluruh Indonesia Tahun 1433 H / 2012 M. 

Buku Panduan Panitia Penyelenggara lbadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan 

Tahun 1433 H / 2012 M. 

Menteri PAN 2005. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

N omor : KEP/25/RAN/2/2005 Tentang Redoman Umum Renyusunan 

lndeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan lnstansi Pemerintah. 
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